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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus

inguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman

transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

| alif tidak dilambangkan tdak dilambangkan
ba B Be

< Ta T Te

< sa S es (dengan titik di atas)
jim J Je

d
ha H ha (dengan titik di bawah)

«




. kha Kh ka dan ha
C
dal D De
a
) zal Z zet (dengan titik di atas)
a
J Ra R Er
J zai z Zet
sin S Es
o
. syin Sy es dan ye
o
ol sad S es (dengan titik di bawah)
. dad D de (dengan titik di bawah)
ua
N Ta T te (dengan titik di bawah)
. za z zet (dengan titik di bawah)
‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
<
i gain G Ge
4
i fa F Ef
(=]
qaf Q Qi
é
d kaf K Ka
lam L El
J
a mim M Em
O nun N En
wau W We
3

Vi




ha H Ha
]
hamzah ’ Apostrof
s
ya Y Ye
$
2. Vokal
Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang
i =A I=3
=1 < i= Ai L;\: 1
I=U ji: AU ji: i

3. Ta Marbutah
Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:
A 31 e Ditulis mar’ atun jamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh:
dab b Ditulis fatimah

4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf

yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

Wy Ditulis rabbana
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> Ditulis al-bir
Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
gAY Ditulis asy-syamsu
da Ditulis ar-rajulu
3 d) Ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang

mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
sl Ditulis al-gamar
& Ditulis al-badi’
d Ditulis al-jalil

Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan
tetatpi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf

hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /°/.

Contoh:
<l Ditulis umirtu
£ o Ditulis syai’un
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ABSTRAK
Rinda Puji Lestari, 1517015, 2021. Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politk
Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 34 Ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang). Skripsi Jurusan Hukum
Tatanegara. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pembimbing Drs. Hj Siti
Qomariyah, M.A.

Pendidikan politik masyarakat merupakan salah satu peran yang harus
dilaksanakan oleh partai politik sebagaimana tertuang dalam Undang-undang
nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. pendidikan politik yaitu proses
pengajaran dan memberikan pemahaman mengenai kewajiban serta hak sebagai
warga negara pada kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang politik
sebagai warga negara. Yang menjadi persamasalahan disini adalah bagaimana
pelaksanaan pendidikan politik masyarakat oleh partai politik di Kabupaten Batang
apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (3b) Undang-undang
nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk
menggali peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat di Kabupaten
Batang dan untuk menganalisis implementasi pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik di Kabupaten Batang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan mengggunakan data
primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun
teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti
menggunakan metode analisis data kualitatif dan selanjutnya peneliti menggunakan
logika berfikir induktif dalam penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan: pertama,bahwa partai politik di Kabupaten
Batang telah melaksanakan peranya dalam pendidikan politik masyarakat di
kabupaten Batang. Dalam prakteknya pendidikan politik ini mengambil bentuk
kagiatan yaitu berupa silaturahmi masyarakat, seminar, konsolidasi, sekolah kader
partai, dan reses yang diselingi dengan pendidikan politik. Namun, pelaksanaanya
belum merata dan intensif karena sasaranya hanya terbatas pada kader dan
mengambil dari perwakilan masyarakat tertentu dan belum menjangkau masyarakat
luas. Dalam pelaksanaanya hanya dilaksanakan pada momen-momen tertentu yang
tidak terjadwal secara tetap. Kedua, Partai Politik di Kabupaten Batang telah
mengimplementasikan pasal 34 ayat (3b) Undang-undang nomor 2 tahun 2011,
namun dalam pelaksanaanya belum secara kualitatif bisa mewujudkan tujuan yang
termuat dalam Undang-Undang sehingga pendidikan politik masyarakat kurang
dirasakan masyarakat luas dan kurang membawa dampak hasil bagi peningkatan
kesadaran politik masyarakat terutama peningkatan partisipasi aktif masyarakata
dalam pemilihan umum maupun pilkada

Kata kunci : Peran Partai Politik, Pendidikan Politik, Kabupaten Batang
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi yang sejak era reformasi
pemilihan umum sebagai sarana demokrasi dilaksanakan secara langsung.
Suksesnya demokrasi dan suksesnya pemilu diantaranya dilihat dari tingkat
partisipasi masyarakat dalam setiap pemilihan umum maupun pilkada.
Pendidikan politik adalah hal yang sangat penting dalam rangka
mencerdasakan masyarakat dibidang politik dan akan mempengaruhi
tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan.Pendidikan merupakan
salah satu tanggungjawab yang harus dilakukan partai politik. Tingkat
keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik kini terlihat
kurang atau rendah. Masyarakat sebagai warga negara masih banyak yang
belum mengetahui dan paham apa saja hak dan kewajibannya dalam bidang
politik sehingga mempengaruhi keikutsertaanya di bidang politik.
Banyaknya faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya keikutsertaan
masyarakat tersebut tidak lepas dari peran penting partai poitik. Partai
politik yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan politik
diharapkan dapat mengedukasi masyarakat melalui fungsinya, karena
sejauh ini bagaimana fungsi partai politik dalam pemberian pendidikan

politik kepada masyarakat masih dipertanyakan.



Gambaran rendahnya partisipasi politik masyarakat dapat dilihat
misalnya dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah untuk wilayah daerah
Kabupaten Batang hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Gubernur
Jawa Tengah tahun 2018, dari 589.566 pemilih yang terdaftar dalam DPT
Kabupaten Batang, hanya ada sekitar 374.058 pemilih yang berpartisipasi,
artinya sebanyak 215.508 warga tidak menggunakan hak suaranya. Angka
partipasi penggunaan suara dalam pemilihan Gubernur tersebut belum
memenuhi dari target yaitu 77,5% karena hanya mencapai 63,45%.' Tingkat
partsipasi pengguna hak pilih masyarakat di Kabupaten Batang termasuk
rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Jawa Tengah
yaitu dengan Kabupaten Semarang tingkat yang partisipasinya mencapai
75,08%, Kota Semarang 71,80%, Kota Tegal 71,05%, Kabupaten Magelang
79,09%, Kabupaten Karanganyar 80,02%, Kabupaten Kudus 84,27%,
Kabupaten Temanggung 85,32%, Kota Surakarta 76,72%, dan Kota
Salatiga 78,07%.>

Penelitian terdahulu terkait pelaksanaan pendidikan politik oleh
partai politik telah dilakukan yaitu oleh Efen Sandika (2018), di Mesuji
aktivitias pendidikan politik selaras dengan fungsinya, kegiatanya
dilakukan dengan bentuk pelatihankepemimpinan, diaolog publik, debat
terbuka, kampanye dialogis,kelompok binaan atau menjalin mitra dan

sejenisnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan Didin Septa Rahmadi

'Anggota KPU Kabupaten Batang, Wawancara Pribadi di Kantor KPU Kabupaten Batang,
13 Agustus 2020.

2 Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, h. 155-156.



(2016), dalam penelitiannya ditemukan bahwa Elit politik lokal di
Kabupaten Lombok Timur mereka belum memberikan pendidikan politik
pada generasi muda misalnya mahasiswa pada umumnya. Kegiatan yang
dilakukan masih fokus pada konsolidasi konstituen yang sering
dilaksanakan pada saat kampanye. Kampanye politik dimaknai sama seperti
pendidikan politik, dan pelaksanaannya masih minim tidak terstruktur dan
terbatas pada konstituen. Kagiatan tersebut dimaknai bersifat indoktrinasi,
karena proses pelaksanaanya fokus pada tujuan guna menjaring pendukung
sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, peneliti menemukan
kekurangan dari kedua penelitian yang sudah dilakukan, bahwa dalam
penelitian terdahulutersebut hanya fokus meneliti dari sudut partai politik
sebagai pelaksana pendidikan politik, peneliti tersebut belum melakukan
penelitian dari sudut pandang masyarakat yaitu dengan meneliti langsung
kepada masyarakat untuk membuktikan kebenaran mengenai bagaimana
pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan partai politik, bagaimana
sikap dan dampak dari pendidikan politik. Dalam penelitian yang sudah
dilakukan sebelumnya belum dibahas mengenai bagaimana seharusnya
pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011
pasal 34 ayat (3b) tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa
pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik berkaitan dengan a.)

Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila,



UUD 1945, Bhineka Tunggal lIka, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, b.) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara
Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, 3.)Pengkaderan
anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.?

Posisi partai politik disinilah yang diharapkan dapat membantu
dalam penyelenggaraan pendidikan politik terhadap masyarakat, karena
partai politik merupakan lembaga infrastruktur negara yang bertujuan untuk
menyampaikan aspirasi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan
pemerintah.*Pelaksanaan peran partai politikdalam pemberian pendidikan
politik masyarakat penting diteliti dalam mengungkap praktik pendidikan
politik yang dilaksanakan olehpartaipolitik seperti diaturoleh UU Nomor 2
Tahun 2011 pasal 34 ayat (3b) tentang Partai Politik. Penelitian ini akan
dapat memberikan gambaran kemungkinan latar belakang rendahnya
partisipasi politik masyarakat sehingga dapat menjadi evaluasi dan
perbaikan bersama untuk kemudian ada peningkatan yang dilakukan partai
politik dalam melaksanakan salah satu fungsinya dari partai politik,dan
penelitian ini diharapkan mampu melengkapi dari kekurangan penelitian
terdahulu.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah

dijelaskan diatas maka penulis akan melaksanakan penelitiantentang

3Republik Indonesia, undang-undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun2011 tentang
partai Politik.

4 Aprillio Poppy Belladonna, Imeplemntasi Fungsi Partai Politik Sebagai Wahana
Pendidikan Politik di Masyarakat, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 2,
Desember 2018, h. 32.



pelaksanaan peran partaipolitik dalam pendidikan politik masyarakat,
dengan mengambil lokasi di Kabupaten Batang dengan pertimbangan
karena rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat batang dan
kurangnya pengetahuan masyarakat di Kabupaten Batang terhadap fungsi
partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik sebagaimana tertuang
dalam pasal 34 ayat (3b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Partai politik. Selanjutnya penelitian tersebut akan dituangkan dalam
sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Peran Partai Politik Dalam
Pelaksanaan Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implemenstasi
Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Partai Politik Di Kabupaten Batang)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan pokok
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat di
Kabupaten Batang?
2. Bagaimana implementasi pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang partai politik di Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis peran partai politik dalampendidikan politik

masyarakat di Kabupaten Batang.



2. Untuk menganalisisimplementasi pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik di Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih
ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tatanegara khususnya
terkait pelaksanaan pendidikan politik masyarakat oleh partai politik
sebagai implemenstasi pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2011 tentang partai politik.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refrensi pada
penelitian berikutnya dengan materi sejenis.
2. Manfaat Praktis
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapatmemberikan pengetahuan dan
pemahaman bagi masyarakat luas tentang hak mereka untuk
memperoleh pendidikan politik yang harus dilakukan oleh partai
politik.
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para
pimpinan partai politik agardalam melaksanakan pendidikan politik
pelaksanaanya ditahun-tahun mendatang ditingkatkan lagi sehingga

dapat terwujud tujuan Undang-undang.



E. Kerangka Teori
1. Partai Politik

Peran sebagai perilaku-perilaku yang diharapkan dimiliki seseorang
dan diterapkan dalam kehidupan terutama oleh orang-orang yang
mempunyai kedudukan di masyarakat, tersebut diharapkan mampu
membuat suatu perubahan dan harapan yang mengarah pada kemajuan.
Hal tersebut mampu menjadi acuan dalam menjalankan tugas sehingga
kinerjanya dapat dilaksanakan denganmaksimal oleh penerima
tanggung jawab (Departemen Pendidikan Nasional, 2005).°

Partai politik adalah kelompok terorganisir dimana para anggota
kelompok ini mempunyai pandangan serta tujuan sama dibidang politik,
tujuannya yaitu untuk memperoleh kekuasaan secara konstitusional dan
melaksanakan kebijakan-kebijakan. Sebagai bagian dari infrastruktur
politik dalam sebuah negara terdapat beberapa fungsi dari partai politik
fungsi penting salah satunya menjadi sarana pendidikan politik di
masyarakat luas agar msyarakat menjadi sadar terhadap hak dan
kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.sebagai salah
satu komponen penting dari sistem sosial organisasi, dalam sebuah
organisasi harus dipastikan bahwa peran para anggotanya telah
dijabarkan dengan jelas. Dengan adanya peran yang jelas dari masing-

masing anggota organisasi akan terbentuk identitas dan kemampuan

>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2005), h. 854.



anggota tersebut dalam bekerja.® Dalam penelitian ini Peran yang ingin
penulis kaji yaitu peran partai politik Kabupaten Batang dalam

pelaksanaan pendidikan politik di masyarakat.

2. Pendidikan Politik

Definisi pendidikan politik disebutkan pada Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 1 ayat (4) yaitu
“proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan
tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.”’ Pendidikan politik dimaknai sebagai political forming atau
bildung. Dikatakan forming dilihat dari subtansinya yaitu untuk
membentuk individu politik yang sadar terhadap status dan kedudukan
politiknya didalam masyarakat. Disebut bildung (pendidikan atau
pembentukan diri sendiri), dikarenakan pengistilahan itu berkaitan
kegiatan yang dilakukan secara pribadi yang dilakukan dengan
kesadaran penuh dan tanggung jawab untuk membentuk pribadi yang
paham terhadap kedudukan politiknya.®

Pendidikan politik disebut sebagai bentuk aktivitas berupa

pengajaran kepada masyarakat berkaitan dengan, norma-norma, simbol-

®M. Alfi Syahri, “Peran Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai
Aceh”, Jurnal llmiah Mahasiswa Fisip Unsiyah, Vol. Il No. 1-22, 1-26 Juni 2018, h. 7.

"Republik Indonesia, undang-undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun2011 tentang
Partai Politik.

8Dudih Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa, (Jakarta:
Guepedia, 2019), h. 7.



simbol dan nilai-nilai, politik melalui beberapa media seperti sekolah,
pemerintah, dan juga partai politik. Perlunya pendidikan politik untuk
memberikan gambaran mengenai hal-hal mendidik dan mematuhi
aturan-aturan yang berkaitan dengan politik, cara berpolitik yang benar
dan cara bersaing yang sehat. Proses pendidikan politik bisa
dilaksanakan dengan kegiatan kursus,latihan kepemimpinan, seminar
serta diskusi dan keikutsertaan pada forum pertemuan.’

Alfian menjelaskan: “Pendidikan politik (dalam arti yang lebih
ketat) sebagai bentuk upaya untuk mengubah proses pendidikan politik
masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul
nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang
hendak dibangun.Yang hasilnya dapat memunculkan perilaku dan
tindakan politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal dan
juga melahirkan suatu kebudayaan baru”. Baru-baru ini untuk
mewujudkan suatu sistem polik yang demokratis, dinamis, dan efisien
bangsa Indonesia melakukan pembaharuan salah satunya dalam bidang
pendidikan politik yang diharapkan dapat memberikan hasil positif
dalam kehidupan politik.'°

Politik bukanlah monopoli pemimpin, politik merupakan milik
bersama bagi setiap warga negara. Dengan adanya pendidikan politik

memunculkan skeptisisme politik dan wawasan politik mengenai

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di
Indonesia Teori, Konsep, dan Isu Strategis, (Jakarta: Raja Grafido Persada, 2015), h. 21.

19Payerli Pasaribu, “Peran Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidkan Politik”,(Jurnal
llmu Pemerintahan dan Sosial Politik 5 (1) 2017, h. 56.
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peristiwa-peristiwa politik dengan seluruh jaringan-jaringanya. Hal
tersebut membuat masyarakat menjadi paham terhadap fungsinya dan
bagimana sikap seharusnya dalam bidang politik misalnya dalam fungsi
kontrol politik, pembuktian terhadap keadaan situasi politik yang
sedang berjalan, dan lebih menekankan pada kegiatan politik secara
sadar dan sesuai dengan asas-asas demokrasi sejati.!! Dari penjelasan
diatas mampu disimpulkan, pendidikan politik yaitu proses pengajaran
dan memberikan pemahaman mengenai kewajiban serta hak sebagai
warga negara pada kehidupan berbangsa dan bernegara, yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam bidang politik sebagai
warga negara.

Pendidikan politik memiliki tujuan yang sangat jelas sebagaimana
tertuang dalam Pasal 31 angka (1) Undang-Undang Nomor 2
Tahun2011 Tentang Partai  Politik, tujuan partai  politik
melaksanakanpendidikanpolitik terhadap masyarakat antara lain: “a.
Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalamn
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b.Meningkatkan
partisipasi  politik dan inisiatif masyarakat dalamkehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan Meningkatkan
kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakterbangsa dalam

rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.”!?

""Dudih Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa, (Jakarta:
Guepedia, 2019) , h. 9.

12Republik Indonesia, Undang-undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun2011
tentang Partai Politik.
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Pendidikan politik memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya
pembangunan masyarakat yang sadar politik dan mau berpartisipasi
dalam politik demi mewujudkan suatu suatu tatanan politik yang ideal
dalam kehidupan bernegara serta berbangsa dengan dilandasi oleh nilai-
nilai pancasila dalam mewarnai sistem politik demokrasi pancasila.'®
Dalam pasal 34 ayat (3b) disebutkan bahwa pendidikan politik yang
dilaksanakan partai politik berkaitan dengan hal-hal yaitu:”a.)
Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu
Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal lka, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, b.) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban
warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik,
3.)Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan
berkelanjutan.”!'* Istilah pendidikan politik dalam islam disebut dengan
Tarbiyah Siyasah. Pendidikan politik termasuk salah satu concern
utama pemikir-pemikir muslim seperti Al-Ghazali, Al-Mawardi, dan
Ibnu Khaldun. Tarbiyah Siyasah didefinisikan sebagai upaya
membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam rangka

membentuk kepribadian politik yang dikehendaki dan terbentuknya

BDudi

h Sutrisman, Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa, (Jakarta:

Guepedia, 2019) , h. 12
“Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Partai Politik,Nomor 2 Tahun2011 tentang

Partai Politik.
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orientasi an sensitivitas politik para anggota masyarakat sehingga
menjadi partisipan aktif dalam kehidupan keseharian mereka. !>

Dalam tarbiyah siyasah pendidikan politik terdiri tiga komponen,
yaitu: pertama, orientasi kognitif, yaitu berupa pengetahuan dan
keyakinan tentang politik, peranan dan kewajiban,serta segala input dan
outputnya; kedua, orientasi efektif, yaitu perasaan tentang sistem
politik, perananya, aktor dan penampilannya; ketiga, orientasi evaluatif
yaitu, keputusan dan pendapat objek politik yang secara tipikal

melibatkan standar nilai dan karaktersitik dengan informasi dan emosi. '

F. Penelitian yang Relevan

Dalam bidang karya ilmiah, penulis menemukan beberapa judul yang
telah meneliti peran partai politik. Beberapa penelitian terdahulu yang telah
ditemukan dan mampu dijadikan acuan memperdalam judul dari penelitian
yang diambil. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang digunakan sebagai
acuan, yaitu sebagai dibawabh ini:

Afen Sandika (2017) pada skripsinya yang berjudul “Peran PDI
Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada

Mesuji Tahun 2017”.17Berdasarkan penelitiannya hasil penelitiannya

15 Wery Gusmansyah, Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut UU No.2
Tahun 2011 Dan Hukum Islam, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Al-Imarah, Vol IV, No. II,
Tahun 2019, h.188

16 Mila Hasanah, Pendidikan Poitik Dalam Al-Qur’an, Ijtihad Jurnal Kopertais Wilayah XI
Kalimantan, Vol. XII, No. XXI, April 2014, h.103

7Efen Sandika, “Peran PDI Perjuangan dalam Pendidikan Politik di Masyarakat Mnjelang
Pilkada Mesuji Tahun 2017, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, (Lampung: UIN Raden Intan,
2018).
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menunjukan bahwa partai PDI Perjuangan di Mesuji pendidikan politiknya
terfokus kepada para kadernya kemudian para kader memberikan
pendidikan politik kepada para masyarakat dalam bentuk latihan
kepemimpinan, dialog publik, kampanye, kelompok binaan, debat.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak di objek
penelitiannya yang sama-sama membahas peran partai politik dalam
pendidikan politik, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut terfokus
pada salah satu partai politik, sedangkan penulis tidak hanya terfokus pada
salah satu partai politik dan dalam penelitian tersebut peneliti belum
melakukan penelitian dari sudut pandang masyarakat sebagai penerima
pendidikan politik.

Edy Sanjaya Sitepu (2019) pada skripsinya yang berjudul “Peran Partai
Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada
Pilkada Kota Medan Tahun 2015”.'® Hasil dari penelitiannya yaitu bahwa
partai PKS sudah melaksanakan pendidikan politik yaitu berupa satu,
halagoh, yaitu perkumpulan dengan masyarakat berupa diskusi berupa
hubungan islam dan politik. Kedua, TOP (Training Oreientation Partai)
yaitu mengenalkan tentang partai PKS kepada msyarakat serta pentingnya
memilih saat pilkada karena hubungan agama dan politik tidak dapat
dipisahkan. Ketiga, Tarbiyah Tsagifah, pembinaan aktivis dakwah yang

berkesinambungan. Dalam penelitian ini partai PKS sudah berupaya

8Edy Sanjaya Sitepu , “Peran Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015”,Skripsi UIN Sumatera Utara, (Medan,UIN
Sumatera Utara: 2019).
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meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Persamaan penelitian diatas
dengan penulis yaitu pada objek penelitiannya yang sama-sama membahas
peran partai politik dalam pendidikan politik, sedangkan perbedaannya
penelitian tersebut terfokus pada salah satu partai politik, sedangkan penulis
tidak hanya terfokus pada salah satu partai politik untuk mengetahui
pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik dan dalam penelitian
tersebut peneliti fokus dalam peran partai politik dalam meningkatkan
partisipasi politik masyarakat.

Itok Wicaksono (2017) pada jurnal penelitianya yang berjudul “Peran
Partai Politik Dalam Partisipasi dan Aspirasi Politik di Tingkat Pemerintah
Desa (The Role of Political Parties Participation And Political, Aspiration
In The Village Government Level)”.!?Dalam penelitiannnya ini menunjukan
bahwa di tiga desa tersebut partai politik sudah melaksanakan perannya
yaitu sebagai meningkatkan partisipasi masyarakat dan partai politik
sebagai sarana penghubung antara pemerintah dan masyarakat dengan
menyerap aspirasi masyarakat desa yang kemudian disampaikan kepada
pemerintah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-
sama mengkaji mengenai peran partai politik, sedangkan perbedaanya yaitu
penelitian tersebut lebih fokus terhadap peran partai politik dalam
meningkatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat, sedangkan penulis lebih

fokus kepada peran partai politik dalam pendidikan politik di masyarakat.

Itok Wicaksono, “Peran Partai Politik Dalam Partisipasi dan Aspirasi Politik di Tingkat
Pemerintah Desa (The Role of Political Parties Participation And Political, Aspiration In The Village
Government Level)”, (Jember, Jurnal Politico Vol. 7 No.2 September 2017).
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Berdasarkan beberapa tinjauan diatas, dapat disimpulkan bahwa
penelitian yang akan peneliti susun memiliki perbedaan dengan penelitian
yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada
subjek penelitian, dari penelitian yang sudah dilakukan diatas penelitian
hanya fokus dilakukan di salah satu partai politik, sedangkan penelitian ini
akan meneliti tiga partai politik dalam melaksanakan perannya. Penelitian
terdahulu tersebut peneliti hanya fokus pada salah satu sudut pandang, yaitu
dari sudut pandang partai politik, sedangkan penelitian ini akan meneliti dari
dua sudut pandang yaitu sudut pandang dari partai politik dan sudut pandang
dari masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan peran partai politik.
Penelitian terdahulu juga belum memuat tinjauan pelaksanaan peran politik
sebagaimana diatur dalam Undang-undang, sedangkan dalam penelitian ini
peneliti akan meneliti bagaimana seharusnya pelaksanaan peran partai
politik yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Partai Politk.

G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research,
Penelitian ini dilakukan dengan menggali peran partai politik pada
pemberian pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Batang.
Pendekatan Penelitian, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan

kualitatif yaitu berusaha mendalami dan mengerti peristiwa yang terjadi
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dengan mengamati kejadian secara langsung dan mencoba berinteraksi

dengan anggota partai politik dan masyarakat.’

2. Jenis Data
a.) Data Primer
Data primer dalam penelitian ini berupadata yang didapat
langsung dari partai politik dan masyarakat terkait pelaksanaan
pendidikan politik di Kabupaten Batang.
b.) Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini berupa data dokumen
atau data laporan yang sudah tersedia tentang politik dan peran
fungsinya dalam pendidikan masyarakat.
3. Populasi dan sampel
a.) Populasi
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu partai
politik yang ada di Kabupaten Batang yang berjumlah 16 partai.
b.) Sampel
Pengambilan sampel yang digunakan peneliti yaitu
Purposive Sampling, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui
peran partai politik Kabupten Batang dalam pelaksanaan pendidikan

politik di masyarakat, dengan mempertimbangkan perolehan suara

2Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.
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terbanyak pada pemilu 2019 yaitu partai PKB 18,94%, partai PDIP
18,29%, dan partai Golkar 16,16%.2! Maka pada penelitian ini yang
menjadi sampel yaitu 3 partai yang ada di Kabupaten Batang yaitu,
DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Batang , DPC Partai
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Batang, DPC Partai PDI-
Perjuangan Kabupaten Batang. Pada penelitian ini peneliti juga
menggunakan teknik snowball sampling, dalam penelitian ini
peneliti akan meneliti secara bergulir dari satu responden ke
responden yang lain yaitu anggota dari partai politik DPD Partai
Golongan Karya Kabupaten Batang, DPC Partai Kebangkitan
Bangsa Kabupaten Batang, DPC Partai PDI-Perjuangan Kabupaten
Batang dan masyarakat, sampai ditemukan data yang cukup
mengenai pelaksanaan peran partai politik dalam pendidikan politik

bagi masyarakat di Kabupaten Batang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a.)

Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan denganmengamati
bagaimana bentuk pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat,
sikap dan dampak dari pelaksanaaan pendidikan politik yang

dilaksanakan oleh partai politik di Kabupaten Batang.

2IAnggota
13 Agustus 2020.

KPU Kabupaten Batang, Wawancara Pribadi di Kantor KPU Kabupaten Batang,
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b.) Teknik Wawancara
Peneliti menggunakan teknik ini dengan cara wawancara
langsung kepada anggota partai politik divisi politik serta
masyarakat terkait pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan
oleh partai politik di Kabupaten Batang.
c.) Teknik Dokumentasi
Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data ini dengan
mengumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian.
Peneliti menggunakan metode ini dengan cara menelaah buku-buku,
teori-teori, pendapat, Undang-Undang, peraturan-peraturan yang
menunjang dan relevan dengan penelitian.
5. Metode Analisis Data
Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti menggunakan metode
analisis data kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan
cara mengumpulkan hasil penelitian yang kemudian diolah dan disusun
secara sistematis, kemudian peneliti menggunakan logika berfikir
induktif dalam penarikan kesimpulan.Logika berfikir induktif
digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian yang kemudian di
deskriptifkan secara verbal, atau dengan kata lain yaitu menganalisis
data yang berasal dari faktor yang bersifat khusus untuk ditarik
kesimpulan yang berifat umum. Dengan metode induktif ini peneliti
menggunakan hasil penelitian di lapangan kemudian menganalisisnya

dan berupaya menemukan kesimpulan dari hasil yang ada di lapangan



19

yang berguna untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan
masalah.??Penelitian juga menggukan metode analisis preskriptif yaitu
analisis yang hasilnya memberikan nilai atau pendapat yang seharusnya
benar atau salah, bagaimana seharusnya menurut hukum terhadap fakta

atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.?

H. Sistematika Penulisan SKkripsi

Hasil dari penelitian ini terbagi dalam lima bab yang memiliki tujuan
agar memudahkan pemahaman serta pembahasan permasalahan yang
diteliti sehingga pembahasan mampu terarah dengan baik dan benar.
Sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, tilandasan teori ,
penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan Teori yang berisi teori-teori. Meliputi
tentangpengertian partai politik, fungsi, tujuan partai politik, pengertian,
peran politikdan tentang pendidikan politik sesui ketentuan pasal 34B
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik

Bab ketiga, Pelaksanaan Pendidikan Politik yang berisi uraian
tentang gambaran umum daerah Kabupaten Batang dan latar belakang

mengenai partai politik yang akan diteliti dan bab ini berisi uraian tentang

22Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 156.
BMukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme......, h. 184.
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pelaksanaan peran partai politik dalam pendidikan politik yang dilakukan
oleh tiga partai.

Bab keempat, Hasil Penelitian yang berisi tentang analisis
pelaksanaan peran partai politik dalam pendidikan politik yang dilakukan
oleh tiga partai dan analisis implementasi pendidikan politik sesuai pasal
34B Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Bab kelima, Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran
yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam bab ini berfungsi memberikan

inti dari uraian yang dipaparkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis paparkan
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Partai politik di Kabupaten Batang telah melaksanakan peranya yaitu
pendidikan politik kepada masyarakat yang dikemas dalam berbagai
kegiatan dengan tema-tema tertentu. Pelaksanaan pendidikan politik
yang dilakukan oleh partai politik Kabupaten Batang sudah sesuai
dengan ajaran Islam hal tersebut dapat dilihat dari materi dan kegiatan
yang disampaikan sesuai dengan nilai-nilai islam seperti nilai ukhuwah,
nilai kebebasan, dan nilai musyawarah.

2. Implementasi pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang nomor 2 tahun 2011
tentang partai politik di Kabupaten Batang berupa kegiatan pendidikan
politik yang diisi dengan penyampaian materi-materi yang disampaikan
dalam kegiatan berupa silaturahmi masyarakat, seminar, konsolidasi,
sekolah kader partai, dan reses yang diselingi dengan pendidikan politik.
Partai politik juga mengimplementasikan pasal tersebut dengan
pengkaderan, yang dilakukan rutin yaitu tiga bulan sekali dilakukan oleh
DPC partai PDI dan DPC PKB dan enam bulan sekali yang dilakukan

olen DPD partai Golkar. Namun, pelaksanaanya belum sampai pada

119
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derajat merata dan intens karena sasarannya terbatas pada kader dan
perwakilan dari masyarakat tertentu yang dipilih sehingga kurang
menjangkau masyarakat luas. Pelaksanaan pendidikan politik juga tidak
terjadwal secara tetap, pelaksanaanya hanya terbatas pada momen-
momen tertentu sehingga pendidikan politik masyarakat kurang
dirasakan masyarakat luas dan kurang membawa dampak hasil bagi
peningkatan kesadaran politik masyarakat terutama peningkatan

partisipasi aktif masyarakata dalam pemilihan umum maupun pilkada.

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap pelaksanaan
pendidikan politik masyarakat oleh partai politik di kabupaten Batang, maka
ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, adapun saran tersebut
yaitu :
1. Kepada partai politik di kabupaten Batang diharapkan:

a. Dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya sesuai dengan
ketentuan Undang-undang yang berlaku, apa yang telah berjalan
dapat terus dijalankan sebagaimana mestinya dengan lebih baik lagi.
Sehingga masyarakat sebagai warga negara dapat mengetahui hak
dan kewajibanya dalam bidang politik.

b. Dalam merumuskan program kerja mengenai pendidikan politik
dapat seimbang dalam merumuskan kegiatan pendidikan politik

untuk masyarakat dan untuk kader sehingga kegiatan pendidikan
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politik sesuai dengan tujuanya sebagaimana dalam amanat Undang-
undang yaitu untuk masyarakat luas.

c. Agar pelaksanaan pendidikan politik dapat dijadwalkan dengan
tetap, lebih luas merata dan sistematis agar pendidikan politik dapat
dilaksanakan dengan lebih intens sehingga pesan-pesan dapat
tersampaikan dengan baik.

2. Kepada pemerintah dan tokoh masyarakat diharapkan dapat ikut
mendorong dan mendukung partai politik dalam melaksanakan peranya
yaitu pendidikan politik masyarakat dan memberikan aspirasi terhadap
pelaksanaan pendidikan politik masyarakat oleh partai politik karena itu
merupakan tanggung jawab bersama sehingga dengan kerjasama dan
dukungan dari semua pihak dapat tercapai tujuan yang dimuat dalam
Undang-Undang.

3. Kepada seluruh elemen masyarakat, diharapkan dapat mendukungpartai
politik dalam menjalankan fungsinya yaitu memberikan pendidikan
politik kepada masyarakat luas yang merupakan amanat Undang-
Undang karena pendidikan politik bukan hanya tanggung jawab partai
politik saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga

negara sehingga dapat mewujudkan negara yang demokratis
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